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ABSTRAK

Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet, dipengaruhi oleh : Faktor yang bersifat intertnal, yaitu :Penyalahgunaan kredit; Rendahnya tingkat pendidikan; Karakter yang tidak baik; Kesulitan keuangan. Faktor yang bersifat eksternal, yaitu yang berasal dari keadaan yang terjadi diluar jangkauan kemampuan dari debitur atau keadaan yang memaksa (overmacht) seperti keadaan perekonomian yang tidak stabil.

Pihak Bank Pembangunan Daerah Samarinda dalam mengatasi kredit macet melakukan upaya, antara lain :  Perdamaian; Penagihan melalui jalur hukum. Penyelesaian kredit kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara); Mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengadakan penyitaan.

ABSTRACT

Factors that lead to bad credit, influenced by: Factors that are intertnal, namely: Misuse of credit; The low level of education; The characters are not good; Financial difficulties. External factors, which is derived from the circumstances that happen beyond the reach ability of the debtor or circumstances that force (coercion) as a state of unstable economy.

Party Regional Development Bank Samarinda in making efforts to overcome bad credit, among others: Peace; Billing through legal channels. Completion of credit to BUPLN (Auction Receivables Affairs Agency); Submitted an application to the District Court to hold a foreclosure.

PENDAHULUAN
Alasan Pemilihan Judul
Sebagaimana dikemukakan dalam undang-undang tentang perbankan (Undang-Undang No. 10 Tahun 1998) bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah suatu badan usaha yang dalam usahanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan maupun giro dan deposito yang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, mempunyai peran aktif dan penting dalam menunjang kegiatan pembangunan. Jenis Bank menurut pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, terdiri dari :

1. Bank Umum

2. Bank Perkreditan Rakyat

Usaha Bank Umum menurut pasal 6 huruf n Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya memberikan Bank Garansi, bertindak sebagai Bank Persepsi, swap bunga, membantu administrasi usaha nasabah dan lain-lain.
Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai penerbitan Bank Garansi yang merupakan salah satu dari kegiatan yang lazim dilakukan oleh Bank. Dengan adanya penerbitan Bank Garansi, Bank dalam menjalankan roda operasionalnya sehari-hari maupun para nasabahnya masih sering menghadapi permasalahan sehubungan dengan penerbitan Bank Garansi antara lain adalah sulitnya untuk mengklaim jika debitur cidera janji atau ketidakbonafitan dari Bank penjamin, walaupun sebenarnya sudah ada ketentuan yang mengatur Bank Garansi tersebut.
Sebelum melangkah lebih jauh, maka perlu diketahui terlebih dahulu asa kata garansi. Kata garansi berasal dari bahasa Belanda “garantie”, yang artinya jaminan. Kata garansi demikian terkenal terutama dalam hubungan dengan jual beli berbagai jenis barang tertentu. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai garansi atau jaminan yang diberikan oleh Bank-Bank bagi kepentingan masyarakat pada umumnya dan para nasabah Bank pada khususnya dalam rangka memenuhi suatu kewajiban tertentu kepada pihak lain, bukan mengenai garansi dalam hubungan jual beli.
Di kalangan masyarakat terutama para usahawan, dikenal Bank Garansi atau jaminan Bank. Bahkan ada juga yang menyebutnya dengan Bank Garansi yang tiada lain berasal dari bahasa Belanda yaitu “Bank Garantie”. Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh Bank yang menyatakan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepada satu pihak baik perorangan atau badan/lembaga dalam waktu yang ditentukan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji.
Pemberian Bank Garansi merupakan salah satu fungsi Bank umum dan Bank pembangunan, disamping fungsi memberikan berbagai macam jasa Bank. Sebagai suatu kebijaksanaan, maka Bank Garansi diberikan kepada nasabah Bank dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah bersangkutan yang akan melakukan suatu tugas pekerjaan yang sifatnya terbatas dan terpilih. Dalam hal pemberian Bank Garansi terdapat tiga pihak, yaitu pihak Bank sebagai pihak yang memberikan jaminan dan disebut penjamin, pihak nasabah sebagai pihak yang dijamin dan disebut terjamin serta pihak lain sebagai pihak yang menerima jaminan dan disebut penerima jaminan.
Ketentuan yang mengatur mengenai Bank Garansi yang terakhir dapat dilihat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/Kep/Dir tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi Oleh Bank. Disamping itu juga, Bank Garansi juga diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab XVII pasal 1830-1850, yang menyangkut hubungan para pihak. Karena dari segi hukum Bank Garansi dapat dikategorikan sebagai perjanjian penanggungan (borgtocht) yang merupakan perjanjian buntut (accessoir).
Di dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, dijelaskan bahwa pemberian garansi oleh Bank ada tiga macamnya yaitu :

a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

b. Garansi dalam bentuk penanda tanganan kedua dan seterusanya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi Bank apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi Bank.

Pemberian garansi dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud butir (a) di atas dapat berupa Bank Garansi atau Standby Letter of Credit (Standby L/C). Standby L/C adalah salah satu bentuk pemberian Bank Garansi, namun ternyata tidak ada pengaturan lebih jauh mengenai syarat-syarat maupun hal-hal lain yang perlu diatur di dalam penerbitan Standby L/C.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul Thesis “PENERBITAN BANK GARANSI PADA LEMBAGA PERBANKAN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui mengenai bagaimanakah penerbitan Bank garansi dan bagaimana pula pengamanan Bank garansi tersebut.
Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerbitan Bank garansi ?

2. Bagaimana pula pengamanan Bank garansi ?
Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Manfaat penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.
2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.
Metode Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :
a. Data Primer

Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan Skripsi ini.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan Skripsi ini.

2) Penelitian Lapangan

Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan empat cara yaitu :
1) Wawancara

Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.

2) Kuesioner

Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

3) Observasi

Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang penerbitan bank garansi pada lembaga perbankan menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998. 

3. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penerbitan Bank Garansi
Pemberian Garansi Bank merupakan salah satu fungsi Bank, disamping fungsi memberikan berbagai macam jasa Bank. Sebagai suatu kebijaksanaan, maka Garansi Bank diberikan kepada nasabah Bank dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah bersangkutan yang akan melakukan tugas pekerjaan yang sifatnya sangat terbatas dan terpilih.

Garansi Bank bagi Bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan atau apabila terjamin di kemudian hari ternyata cidera janji (wanprestasi).

Penerima jaminan percaya terhadap Garansi Bank karena Bank sebagai suatu lembaga keuangan telah mendapat kepercayaan dari masyarakat berdasarkan fungsi dan potensi dana yang dimilikinya. Oleh karena itu, apabila terjamin cidera janji yang berarti tidak memberikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, maka penerima jaminan percaya bahwa Bank akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan itu. Dengan demikian, penerima jaminan dapat menghindarkan diri dari resiko yang timbul sebagai akibat lalainya terjamin karena resikonya beralih ditanggung oleh Bank.14)
Memperhatikan pengertian Bank Garansi sebagaimana telah dijelaskan, maka dapat diketahuan bahwa penerbitan Bank Garansi dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi Bank yang menerbitkannya. Kewajiban membayar tersebut timbul bila pihak yang dijamin dengan Bank Garansi dimaksud cidera janji terhadap apa yang sudah diperjanjikannya.

Si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. 
Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.15) Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dengan kata lain, dengan menerbitkan Bank Garansi maka timbul resiko bagi Bank yang menerbitkannya yaitu berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebesar nominal Bank Garansi kepada pihak penerima jaminan bila pihak yang dijamin cidera janji. Oleh karena itulah, maka sebelum menerbitkan Bank Garansi hendaknya Bank melakukan penilaian terhadap :

a. Bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin;
b. Sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan jenis Bank Garansi yang sesuai;

c. Jumlah Bank Garansi yang akan diberikan sesuai dengan kemampuan Bank;

d. Kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya resiko.

Dengan kata lain, sebelum menerbitkan Bank Garansi hendaknya Bank meneliti seksama bonafiditas nasabahnya untuk meyakini kemampuan dan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan termasuk kemauan dan kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank sendiri, seandainya Bank Garansi yang akan diterbitkan menjadi efektif. Bank Garansi yang efektif adalah Bank Garansi yang dicairkan/dibayarkan kepada pemegang Bank Garansi karena nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya (wanprestasi). Bank Garansi yang menjadi efektif harus dihindari semaksimal mungkin dengan cara memberikan dorongan pelaksanaan kewajiban kepada nasabah dan penerbitan Bank Garansi dilaksanakan secara selektif. Dengan demikian Bank Garansi efektif tidak menjadi suatu cara untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan mudah.

Uraian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa Garansi Bank bagi Bank yang mengeluarkannya mengandung resiko di waktu mendatang apabila terjamin ternyata cidera janji. Juga dapat dimengerti bahwa karenanya Bank akan berusaha untuk membatasi resiko atas pengeluaran Garansi Bank. Oleh karena itu untuk membatasi resiko atas pengeluaran Garansi Bank, Bank meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan (counter guarantee) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam Garansi Bank. Jaminan lawan ini dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga dan harta kekayaan.

Atas pemberian Garansi Bank, maka Bank berhak menerima imbalan jasa dari terjamin berupa uang sejumlah tertentu dan ini disebut provisi. Jumlah provisi ini dihitung atas dasar persentase tertentu dari jumlah Garansi Bank untuk jangka waktu tertentu pula. Apabila dikemudian hari terjamin ternyata cidera janji, maka Bank sebagai penjamin menggantikan kedudukannya dan oleh karena itu maka Bank membayar sejumlah uang kepada penerima jaminan. Sejak saat dilaksanakannya pembayaran itu, maka hubungan antara penjamin dan terjamin berubah menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit atau kreditur dan pihak yang menerima kredit atau debitur.
Pengamanan Bank Garansi
Berbicara tentang pengamanan Bank Garansi, maka kita dapat mendekatinya dari tiga sudut pandang, yaitu :

1. Pengamanan dari sudut pandang nasabah yang dijamin

Kepentingan dari nasabah yang dijamin adalah bahwa transaksi yang akan dilakukan bouwheer dapat dipenuhi dengan baik atau seksama dan Bank Garansi yang dimohon dari Bank tidak efektif. Oleh karena itu nasabah harus mengambil langkah pengamanannya antara lain dengan menganalisa apakah transaksi yang akan dilakukan dengan teratur sehingga nasabah memperoleh keyakinan dan kepastian bahwa dirinya memang mempunyai kemampuan untuk memenuhi sehingga tidak timbul wanprestasi bagi dirinya. Bila nasabah tidak melakukan wanprestasi, maka Bank Garansi yang dimohon dari Bank juga tidak akan efektif yang pada akhirnya tidak mengatur nasabah serta kepercayaan pihak lain terhadap nasabah juga akan meningkat.

2. Pengamanan dari sudut pandang bouwheer
Walaupun sudah ada Bank Garansi, namun sebenarnya yang diinginkan oleh bouwheer adalah nasabah yang dijamin dengan Bank Garansi tersebut dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengannya. Bila partner bisnisnya tersebut melakukan cidera janji, maka bouwheer baru mengharapkan Bank Garansi yang diterimanya dapat dicairkan untuk menutupi kerugiannya yang timbul akibat cidera janjinya partner bisnis dimaksud. Oleh karena itulah, maka bouwheer harus mengambil langkah-langkah pengamanan antara lain :

a. Meneliti kemampuan dan kemauan nasabah yang dijamin dengan Bank Garansi tersebut dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan;

b. Meneliti bonafiditas dari Bank penerbit Bank Garansi untuk memperoleh keyakinan dan kepastian bahwa seandainya Bank Garansi tersebut efektif, maka Bank Garansi dapat dicairkan dengan cara yang mudah dan dengan prosedur yang sederhana.

c. Meneliti warkat Bank Garansi tersebut bahwa rumusannya sudah sesuai untuk menjamin kepentingannya, antara lain :

1. Transaksi yang dijamin dan dirumuskan dalam warkat Bank Garansi tersebut sudah benar merupakan transaksi yang diperjanjikan oleh bouwheer dengan partner bisnis yang dijamin oleh Bank Garansi tersebut;

2. Bank Garansi diterbitkan oleh Bank dengan melepasakan hak-hak istimewanya;

3. Jangka waktu Bank Garansi yang dirumuskan masih mengcover jangka waktu yang diperlukan nasabah yang dijamin untuk melaksanakan kewajibannya;

4. Nominal Bank Garansi sudah sesuai dengan yang dikehendaki.

d. Meyakini bahwa subyek yang menanda tangani Bank Garansi adalah memang benar pejabat-pejabat Bank yang mempunyai kewenangan untuk itu.

3. Pengamanan dari sudut pandang Bank penerbit Bank Garansi

Dalam menerbitkan Bank Garansi pada umumnya Bank penerbit tidak menginginkan Bank Garansi yang diterbitkannya menjadi efektif, kalaupun misalnya menjadi efektif maka Bank penerbit menginginkan agar nasabah yang dijamin dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank yang bersangkutan sesuai dengan yang diperjanjikan sebelum menerbitkan Bank Garansi. Oleh karena itulah maka untuk mengamankan Bank Garansi yang diterbitkannya, Bank seringkali mengambil langkah sebagai berikut :

a. Mengadakan penelitian secara seksama terhadap watak, kemampuan, modal, prospek usaha dan agunan dari nasabah sebagaimana analisa kredit untuk memperoleh keyakinan bahwa :

1. Nasabah adalah subyek yang mempunyai bonafiditas dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Bank;

2. Perlu diteliti apakah nasabah masih termasuk dalam daftar hitam penarikan cek kosong atau termasuk dalam daftar gabungan kredit macet;

3. Nasabah adalah subyek yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada bouwheer sesuai dengan yang diperjanjikan (unduk menelaah hal tersebut perlu diteliti anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan atau badan hukum yang diwakilinya);

4. Nasabah mempunyai kemampuan untuk memberikan counter guarantee atau agunan yang dapat mengcover, seandainya Bank Garansi efektif;

5. Untuk membatasi resiko atas pengeluaran Garansi Bank, Bank meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan (counter guarantee) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai nominal yang tercantum dalam Garansi Bank. Jaminan lawan ini dapat berupa uang tunai atau lainnya seperti dana giro, deposito, surat-surat berharga dan harta kekayaan (berupa barang bergerak, barang tak bergerak, harta tak berwujud seperti tagihan dan hak-hak lain yang sifatnya serupa dengan itu). Untuk agunan berupa barang tidak bergerak diusahakan Bank dapat mengikat dengan hipotik atau Hak Tanggungan, sehingga Bank diharapkan mempunyai hak preferen.

b. Mengadakan penelitian untuk meyakini dan memastikan bahwa transaksi yang akan dijamin dengan Bank Garansi bukan merupakan transaksi yang tidak diperkenankan untuk dijamin dengan Bank Garansi. Dan Bank harus menelaah secara seksama bahwa transaksi antara nasabah dengan bouwheer (yang merupakan perjanjian pokok) yang akan dijamin dengan Bank Garansi tersebut dapat diyakin oleh Bank bahwa nasabah mampu dan mau memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian diharapkan bahwa Bank Garansi yang akan diterbitkan oleh Bank tidak akan cair dikemudian hari.

c. Mengadakan penelitian untuk meyakini bahwa Bank mempunyai kemampuan secara finansial, seandainya Bank Garansi tersebut harus dicairkan atau efektif.

d. Mengadakan perjanjian dengan nasabah yang dijamin untuk menuangkan hak dan kewajiban masing-masing dan memberikan landasan hukum terhadap penguasaan barang-barang agunan oleh Bank.

e. Meyakini bahwa redaksional dari Bank Garansi yang diterbitkannya sudah memuat syarat-syarat minimum Bank Garansi sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia, terutama untuk Bank Garansi yang redaksinya diminta atau datang dari pihak bouwheer.

f. Mengadministrasikan penerbit Bank Garansi tersebut dengan tertib sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masing-masing Bank.

g. Membuat formulir khusus Bank Garansi dengan pengamanan-pengamanan phisik tertentu untuk mencegah terjadinya pemalsuan terhadap warkat Bank Garansi yang diterbitkannya.
P E N U T U P

Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan Skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :
1. Bahwa Pemberian Garansi Bank merupakan salah satu fungsi Bank, disamping fungsi memberikan berbagai macam jasa Bank. Sebagai suatu kebijaksanaan, maka Garansi Bank diberikan kepada nasabah Bank dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah bersangkutan yang akan melakukan tugas pekerjaan yang sifatnya sangat terbatas dan terpilih. Garansi Bank bagi Bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan atau apabila terjamin di kemudian hari ternyata cidera janji (wanprestasi). Pemberian Garansi Bank merupakan salah satu fungsi Bank, disamping fungsi memberikan berbagai macam jasa Bank. Sebagai suatu kebijaksanaan, maka Garansi Bank diberikan kepada nasabah Bank dengan tujuan memberikan bantuan yang sifatnya menunjang nasabah bersangkutan yang akan melakukan tugas pekerjaan yang sifatnya sangat terbatas dan terpilih. Garansi Bank bagi Bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan atau apabila terjamin di kemudian hari ternyata cidera janji (wanprestasi).
2. Bahwa pengamanan Bank Garansi dapat dilakukan dari tiga sudut pandang, yaitu pengamanan dari sudut pandang nasabah yang dijamin, pengamanan dari sudut pandang bouwheer dan pengamanan dari sudut pandang Bank penerbit Bank Garansi. 
Berbicara tentang pengamanan Bank Garansi, maka kita dapat mendekatinya dari tiga sudut pandang, yaitu :Pengamanan dari sudut pandang nasabah yang dijamin. Kepentingan dari nasabah yang dijamin adalah bahwa transaksi yang akan dilakukan bouwheer dapat dipenuhi dengan baik atau seksama dan Bank Garansi yang dimohon dari Bank tidak efektif. Oleh karena itu nasabah harus mengambil langkah pengamanannya antara lain dengan menganalisa apakah transaksi yang akan dilakukan dengan teratur sehingga nasabah memperoleh keyakinan dan kepastian bahwa dirinya memang mempunyai kemampuan untuk memenuhi sehingga tidak timbul wanprestasi bagi dirinya. Bila nasabah tidak melakukan wanprestasi, maka Bank Garansi yang dimohon dari Bank juga tidak akan efektif yang pada akhirnya tidak mengatur nasabah serta kepercayaan pihak lain terhadap nasabah juga akan meningkat. Pengamanan dari sudut pandang bouwheer. Walaupun sudah ada Bank Garansi, namun sebenarnya yang diinginkan oleh bouwheer adalah nasabah yang dijamin dengan Bank Garansi tersebut dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengannya. Bila partner bisnisnya tersebut melakukan cidera janji, maka bouwheer baru mengharapkan Bank Garansi yang diterimanya dapat dicairkan untuk menutupi kerugiannya yang timbul akibat cidera janjinya partner bisnis dimaksud.

Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan Skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bank sebelum menerbitkan Bank Garansi hendaknya menganalisa permohonan Bank Garansi tersebut sebagaimana menganalisa permohonan kredit dan Bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian atau prudent Banking.

2. Untuk mengatur hak dan kewajiban serta mengamankan kepentingan para pihak baik nasabah maupun Bank sebagai penerbit Bank Garansi, hendaknya ditempuh dengan suatu cara dimana sebelum Bank menerbitkan Bank Garansi antara nasabah dengan Bank dibuat perjanjian Bank Garansi antara lain adalah agunan yang dijaminkan.
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